KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR  42 TAHUN 2002

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang
: 
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan  Daerah  Propinsi Jawa Tengah Nomor  8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan  Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat
: 
1.
Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;



2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;



3.
Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya  (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;



4.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;



5.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;



6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 



7.
Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air                    ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409 ) ; 



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun             ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910 ) ; 



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; 



11.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



13.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;



14.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4018) ;



15.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;



16.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;



17.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan  Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001, Nomor 27 ).

M E M U T  U S K A N

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK  DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.
Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;

b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

c.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;

d.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

e.
Badan adalah Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

f.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

g.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang  meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;

h.
Pencemaran lingkungan hidup adalah Masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau  komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur  lingkungan hidup ;

i.
Perusakan lingkungan hidup adalah Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan  berkelanjutan ;

j.
Dampak lingkungan adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan ;

k.
Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan  dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta mahluk hidup lain ;

l.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau  kegiatan;

m.
Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 2

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang  Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan . 

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan  mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ; 

b.
pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup ;

c.
pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup ;

d.
pelaksanaan pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil ;

e.
pelaksanaan fasilitasi pengaturan pengamanan, pelestarian dan pengembangan Sumber Daya Air lintas Kabupaten / Kota ;

f.
pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;

g.
pelaksanaan pengawasan konservasi dan penanggulangan bencana  lingkung -an ;

h.
pelaksanaan pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Lingkungan serta Sistem Manajemen Lingkungan ;

i.
pelaksanaan pengembangan Perangkat dan Teknologi Lingkungan, Pengamanan Lingkungan serta Pengkajian Dampak Lingkungan ; 

j.
pelaksanaan pengelolaan urusan Program, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, Organisasi dan Tatalaksana serta Umum dan Perlengkapan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4 

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1)
Kepala Badan, membawahkan :


a.
Sekretariat ;


b.
Bidang Pengembangan Kapasitas ;


c.
Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan ;


d.
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;


e.
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;


f.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah  jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya .

(2)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

S e k r e t a r i a t

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, rencana dan program, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan sistim informasi, pelaporan bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

b.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan di lingkungan Badan ;

d.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Badan ;

e.
penyiapan bahan fasilitasi bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak   Lingkungan ;

f.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

g.
penyiapan bahan pengelolaan sistim informasi bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

h.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan;

i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Pasal 8

(1)
Sekretariat, membawahkan :


a.
Sub Bagian Program, Analisa Dan Evaluasi ;


b.
Sub Bagian Keuangan ;


c.
Sub Bagian Ketatalaksanaan ;


d.
Sub Bagian Umum .

(2)
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Program, Analisa Dan Evaluasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, fasilitasi, analisis, pemantauan dan evaluasi, pelaporan,. pelaksanaan, pelayanan teknis bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan, pengendalian dan verifikasi, evaluasi dan pelaporan bidang Keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 11

Sub Bagian  Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pelaporan bidang Ketatalaksanaan, serta pelaksanaan dan pelayanan teknis analisis jabatan, evaluasi kelembagaan, analisis dan evaluasi kinerja, Perpustakaan, Hukum Lingkungan di lingkungan Badan

Pasal 12

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, evaluasi, pelaporan bidang Umum, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Badan. 

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program,  pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengembangan Kapasitas, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, pengembangan teknis bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Informasi Lingkungan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, dan Kemitraan Lingkungan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program  bidang Pengembangan Kapasitas ;

b.
penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan teknis, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, Kemitraan Lingkungan ;

c.
penyiapan bahan sistem informasi lingkungan ;

d.
penyiapan bahan fasilitasi bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, Kemitraan  Lingkungan ;

e.
penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknis bidang Sistem Manajemen Lingkungan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, Kemitraan  Lingkungan ;

f.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia, Kemitraan Lingkungan ;

g.
penyiapan bahan pelaksanaan teknis pengembangan ;

h.
penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan bidang Pengembangan  Kapasitas ;

i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

(1)
Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :


a.
Sub Bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan;


b.
Sub Bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia ;


c.
Sub Bidang Kemitraan Lingkungan.

(2)
Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

Pasal 16

Sub Bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaporan bidang Pengembangan Kapasitas, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis bidang Sistem  Manajemen Lingkungan, Sistem Ekolabel, Audit Lingkungan dan Perangkat Ekonomi Lingkungan, serta Sistem Informasi Lingkungan.

Pasal 17

Sub Bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan. 

Pasal 18

Sub Bidang Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang Kemitraan Lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan

Pasal 19

Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, pelaporan bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan, Pengamanan Lingkungan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan ;

b.
penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan, Pengamanan Lingkungan ;  

c.
penyiapan bahan fasilitasi bidang Pengkajian Dampak Lingkungan ;

d.
penyiapan bahan pengembangan teknis bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan, Pengamanan Lingkungan ; 

e.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan, Pengamanan Lingkungan ; 

f.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan ;

g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Pasal 21

(1)
Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan, membawah      kan :


a.
Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;


b.
Sub Bidang pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan;


c.
Sub Bidang Pengamanan Lingkungan ;

(2)
Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan.

Pasal 22

Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan, Tata Ruang, dan Dampak Sosial. 

Pasal 23

Sub Bidang Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis bidang Baku Mutu Lingkungan, Laboratorium Lingkungan, dan Verifikasi Teknologi Lingkungan. 

Pasal 24

Sub Bidang Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Pengamanan Lingkungan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis bidang Penegakan Hukum Lingkungan, Mediasi Kasus Lingkungan, serta Perijinan. 

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 25

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, serta  pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut, Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun, Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Pencemaran Lingkungan. 

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 25, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;

b.
penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan teknis bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;

c.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut, Pencemaran Udara, dan  Limbah Padat, Dan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Pencemaran   Lingkungan ;

d.
penyiapan bahan  fasilitasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;

e.
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;

f.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;

g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1)
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawah     kan :


a.
Sub Bidang  Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut ;


b.
Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara ;


c.
Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun.

(2)
Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing   dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 28

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut mempunyai tugas menyedia-kan bahan rencana dan program, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, serta pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut, Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Pencemaran Air dan Laut. 

Pasal 29

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan  teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Pencemaran Udara.

Pasal 30

Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat Dan Bahan Barbahaya Beracun mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang  Pengendalian Pembuangan Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun, Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pencemaran Tanah.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pasal 31

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang  Pengendalian Kerusakan Lingkungan, serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati, Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut, Pengamanan dan Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Air  dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Kerusakan Lingkungan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

a.
penyiapan bahan rencana dan program bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;

b.
penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan teknis bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;

c.
penyiapan bahan fasilitasi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;

d.
penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut, Lingkungan Sumber Daya Air dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Kerusakan Lingkungan.

e.
penyiapan bahan pemantauan dan  evaluasi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;

f.
penyiapan bahan pelaporan bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;

g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

(1)
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawah         kan :


a.
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan ;


b.
Sub Bidang Pengendalian Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;


c.
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir Dan Laut ;


d.
Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Air.

(2)
Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Pasal 34

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas menyediakan  bahan rencana dan program, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, serta pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang  Pengendalian Kerusakan Lahan, Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Kerusakan Lahan. 

Pasal 35

Sub Bidang Pengendalian Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi  dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengendalian Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati.

Pasal 36

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir Dan Laut mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengendalian Kerusakan Kawasan  Pesisir Dan Laut, dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Akibat Kerusakan Kawasan Pesisir Dan Laut. 

Pasal 37

Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pelestarian dan Penanggulangan, Pengamanan, Pemanfaatan dan  Pemulihan Lingkungan Sumber Daya Air.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkung-an.

Pasal 39

(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,  terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4)
Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III

TATA KERJA

Pasal 40

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik  di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi  lainnya,  sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan  wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3)
Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4)
Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

BAB IV

K E P E G A W A I A N

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan. 

Pasal 49

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarangtc "Ditetapkan di Semarang"
pada tanggal  5  Mei  2002tc "pada tanggal  5  Mei  2002"
tc ""
GUBERNUR JAWA TENGAHtc "GUBERNUR JAWA TENGAH"
TTDtc "TTD"
MARDIYANTOtc "MARDIYANTO"
Ditetapkan di Semarangtc "Ditetapkan di Semarang"
pada tanggal  10  Mei  2002tc "pada tanggal  10  Mei  2002"
tc ""
SEKRETARIS DAERAHtc "SEKRETARIS DAERAH"
PROPINSI JAWA TENGAHtc "PROPINSI JAWA TENGAH"
TTDtc "TTD"
MARDJIJONOtc "MARDJIJONO"
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 44tc "LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 44"
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